BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR .....[5........ TAHUN . #.L.2.

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa, yang mengatur penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan dalam rangka menunjang
pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa dipandang perlu adanya
Pedoman mengenal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

b. bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
MNomear 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587) ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerntah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

4. Persturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001
tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan Di
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun
2001 Nomor 12 seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 42);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menstapkan - PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

: 5

Pemernintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

£ Pemenntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan  oleh

8

9.

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Drganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi .

Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa tugas dan

fungsi.

EEEESFEHD'IE“ Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati
1

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagal Perangkat Daerah Kabupaten

Bekasi

Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,




berdasarkan asal-usud dan adat istiadat setempat yang dizkui dan dihormati dalam
sstem Pemerintahan Negara Kesatuan Repubdlik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Dess dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakul dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

12 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

13 Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

14 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Dess sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,

15 Pesstwran Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Pesmusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

i85 L=mbags Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
k=butuhan, bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam

memberdayakan masyarakat ;

17.Dena Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah  Daerah ;

18 ¥ewangan Desa adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

1S Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oieh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;

20. Pengelolaan  Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan vyang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan
pengawasan keuangan desa

21 kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh
Bupabl dan/atau Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan
seluruh pengeluaran Desa

22, Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang
ditentukan oleh Bupati danfatau Kepala Desa untuk menampung seluruh
penenmaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang
ditentukan

23. Mlokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten
untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Kabupaten;

24, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran



25 Pembinaan adalash pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penefitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan  evaluasi  pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
ASAS UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

gumum APE Desa adalah tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan,
~ efislen, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan

X

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama
Kekuasaan
Pasal 3

(1) Kepale Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan
pengeiolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
k=ksyaan desa yang dipisahkan.

(2) Kepals Dess dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
Pelak=ana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

{3) Felisane Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa,
terdin dari:

a Sekretans Desa; dan
b Perangkat Desa lainnya.

{4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertindak selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Peran dan Tugas
Pasal 4

Osilam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa memiliki peran
dan tugas sebagai berikut:
& Peran dan tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APB Desa,
Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban bersama BPD:
mensosialisasikan Peraturan Desa (Perdes) APB Desa, Perubahan APB Desa dan
pertanggungjawaban bersama BPD;
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
menetapkan Bendahara Desa;
menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

&, Peran dan tugas Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran {(RKA) Desa;
2. menyusun Draf Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APB Desa, perubahan
APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

NEW AW



3. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

4. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan;
Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;

5. meiaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa

&. melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa

7. mengusulkan Bendahara Desa, Bendahara Barang Desa dan Petugas yang
medakukan pemungutan penerimaan desa kepada Kepala Desa.

Pasal 5
Peran dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Berikut:
2 membahas bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2 penyetupd dan menetapkan APB Desa;
C pengawasan Peiaksanaan APB Desa;

2 Mesonformasikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang
Serubaben APB Desa kepada masyarakat.

Pasal 6

{1) Peran dan tugas Bupati sebagai  berikut :
& Menetapkan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa paling Lama 20 (dua puluh) hari
k=rja sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;

5. Agabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa dapat menetapkan
Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;

. Apabia hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
gdan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Bupati membatalkan
Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati dan sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

{2) Bupati dapat mendelegasikan peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

(2} Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

(3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama.

(%) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya.

{5) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3), menitikberatkan pada kesesualan
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
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{8) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disusun dan disetujui
bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana
demaksud ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari keria disampaikan oleh Kepala Desa
k=pada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

(7] FEancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (3)
@etzpkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

{8 H=sil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
=vat (6) disampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari
k=ria sefek rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

#9 Apebila Bupati belum memberikan hasil evaluasl Rancangan Peraturan Desa

t=i=ng APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal B

1) Eemats Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi
S==sgamena dimaksud pada Pasal 7 ayat (8) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

{2 0=am hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak
S==ua gengan kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
Snoo, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hanl kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

12 Apatia hasll evaluasl tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala
De=a t=t=p menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Pestran Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus
memyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

& Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tshun anggaran
s=betumny2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan
Bupat.

{5)Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
ssianjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

i8]} Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan
gengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

{7) Pelsk=anaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana
aemaiksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

¥ Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Daerah
gan pemuatannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Pendapatan Desa

Pasal 9
Angoaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:
2 Pendapatan Desa
& Belanja Desa dan
= Pembiayaan Desa.



Pasai 10
(1) Pendapatan Desa adalah Hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersin.

(1) PFendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi penerimaan uang
mealul Rekening Kas Umum Desa, yang merupakan hak desa dalam satu tabun
angoaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

{3) Pendapatan terdiri dari 3 Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :

2 Pendapatan Asli Desa
1. Hasll Usaha Desa;
2. Hasil Kekayaan Desa
3 Hasl Swadaya dan Partisipasi
4 Hasi Gotong Royong
S Lan-lain Pendapatan asli desa yang sah
= O=re Perimbangan
1 Bag Hasil Pajak dan Retrlbusi Daerah;
2 Bagan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah.

& Lan-3in Pendapatan Asli Desa yang sah
1. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya

2 Hibah
3 Sumbangan Pihak Ketiga.
Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 11

5 Benle Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum yang
menpekan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pemtayarannya kembali oleh desa.

{2) Bt Desa terdirl dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

3 Belania Tidak Langsung terdiri dard :
2 Belanis Pegawal/Penghasilan Tetap dan Tunjangan
& Bedanja Subsidi
. Belanja Hibah
& Belana Bantuan Soslal
& Befania Bantuan Keuangan
_f Belanja Tak terduga misalnya penanganan keadaan darurat seperti Bencana
Alam, kebakaran dan sebagainya.

§4) Jenis Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), terdiri dari:
2 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa;
& Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c Tumjangan BPD.

£5) Betania langsung terdiri dari ;
‘2 Belanja Pegawal/Aparatur
& Belanja Barang dan Jasa
¢ Belanja Modal

18 Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dari:
a Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan;
b. Honorarium Narasumber/instruktur/pengajar/ tenaga ahli/pekerja;
€ Belanja Kursus/Pelatihan/Sosiallsasi dan Bimbingan Teknis;
d. Uang Lembur.




- [7) J=nis Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dari:
2 Belanja Barang Habis Pakai;
b Bahan /material;
¢ Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor;
& Perawatan/pemeliharan gedung/kantor dan lingkungan kantor;
& Perawatan/pemeliharaan peralatan/periengkapan Kantor,
1mmaw

g Premi/asuransi
b Sewa mﬂ#guhng.-’gedung;
L Sewes sarana mobilitas;
§ Sewa alat berat;
k& Sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
L Maianan dan minuman;
= Padaian Dinas dan atributnya;
- m Peralaran Dinas.
m Modal sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dani:
' sse modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

komputer
¢ Belanga Modal Pengadaan mebeleur
& B=lania modal pengadaan kontruksi jalan
& Belania Modal pengadaan kontruksi Jembatan
£ Beanie Modal Pengadaan Kontruksi gedung
'@ Selani= Modal Pengadaan penerangan Jalan dan Taman
% Belania Modal Pengadaan instalasi listrik dan telepon
. Belamia Modal Pengadaan Buku/kepustakaan

L o Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 12

{1} Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
{2) Pererimaan Pembiayaan terdiri dari:

2 Si=a Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

& Pencairan Dana Cadangan

£ Has) Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
-4 Penerimaan Finjaman Desa

{3 Pengeluaran Pembiayaan terdirl darl ;
2 Pembentukan Dana Candangan

& Penyertaan Modal Desa
. Pembayaran Utang

Pasal 13

pengsiuaran anggaran selama satu periode anggaran yang lalu.

modal pengadaan Perangkat keras (Aardware) dan Perangkat Lunak

Ss= Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutmya disebut (SILPA) sebagaimana
Smaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, adalah selisih leblh realisasi penerimaan dan




BABYV
PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Pertama
Pendapatan Desa

Pasal 14
(1) Semus pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

{2) Program dan kegistan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan
pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa

{3 Setep pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus
Scukung okeh bukti administrasi yang lengkap dan sah;

8 E=m=i dess wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi
wewerang dan t2nggungjawabnya

15 Bemesntah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
Jerstran desa

8 Pemgembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan
§ats pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa
¥ t=riadl dalam tahun yang sama

(7 Umik pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun
s=hesumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;

9 Pesgembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, harus didukung
aengan bukdi administrasi yang lengkap dan sah

Pasal 15

{5} Pescepatan Desa meliputi kegiatan pengumpulan bahan, indentifikasi sumber
pencapatan dan penentuan target pendapatan desa.

(&) Pesgumpulan  bahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan:
& Realisasl penerimaan Desa pada Tahun anggaran sebelumnya;
8. Peraturan Desa tentang pungutan Desa;
© [Inwentarisasi Kekayaan Desa;
&, Ksbilakan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

£3) Indentifikasi Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
& Indenbifikasi Potensi Sumber Pendapatan Desa;
5. Indentifikasi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan;
© Indentifikasi Sumber Pendapatan lain yang sah.

{€) Penentuan target sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputl 2 (dua) target yang
terdiri don
& Penentuan Target Pendapatan Asli Desa meliputi:
1 Penelitian Buku Kas Umum dan Buku Kas pembantu Pendapatan;
£ Penelitian Buku inventaris Kekayaan Desa;
3 Pengkajian Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
4 Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Desa;
5. Pengkajian Kesepakatan-kesepakatan warga tentang partisipasi dan gotong
royong.
2. Penentuan Target Dana Perimbangan meliputi:
1. Penelitian Buku Kas Umum dan Buku Kas pembantu Pendapatan
£. Pengkajian Kebijakan yang berkaitan dengan Dana Perimbangan yang
diterbitan oleh pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
3. Penakaiian Potensi Sumber Pendanatan Noca




Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 16

{1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti
administrasi yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
@amaksud;

{3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sshelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa;

4 Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk
Delanie desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang
@fetapkan dalam peraturan kepala desa;

5 Sescabers desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,

w=h menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
sek=ning kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

f1) Fenyusunan Belanja Desa meliputi pengumpulan bahan dan pengisian format
anggaran.

&) Semgumpuian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
& Femwusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
B Pemyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA Desa)
£ Pembuatan Format APB Desa

{3) Pengsan format  anggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
e=tertuan:

& memperhatikan kesesuaian antara program dan kegiatan dalam RKPDesa
amemperhatikan kesesuaian rekening

Pasal 18
{1} Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
%= untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam
anggaran ;

(2 Kepss Dess dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban
#mogaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran

Pasal 19

See=mnaan pengeluaran dilakukan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali
SESUS dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.



Bagian Ketiga
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Pasal 20

{7) Ss= lebih perhitungan s;g;aran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan
peEmbizyaan n untuk:
a mﬂwEmggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil darl pada
reafisasi belanja;
& mendanal pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
£ mendanal kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
dsalesakan,
() Dena cadangan. ; ;
2 Dena cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas
dess tersendini atas nama dana cadangan pemerintah desa.
& Cera cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang
S==h geetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

3 Memstan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada
S & isksanakan apablla dana cadangan telah mencukupl untuk melaksanakan

g

Bagian Keempat
Arah Penggunaaan Belanja Langsung

Pasal 21

11 S==me Langsung diperuntukan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan
masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara
s=moang dan sesuai kemampuan keuangan Desa

15 B==ne Engsung diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi:
& ik membiayal kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas

sehacai berikut:

1 Selanis Operasional Tim Pelaksana Kegiatan.

< Perawatan Kantor dan Lingkungan kantor Kepala Desa

2 Pembayaran rekening listrik, telepon, air, surat kabar dan lain-lain

4 Perawatan dan perbaikan kendaraan dinas

S Belanja modal pembelian perlengkapan kantor seperti computer, laptop mesin

ik, printer, meja, kursi dan lain-lain
- mi.u!.tnmﬂa’ral kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas
1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan, yang penggunaannya meliputi :

Pembinaan Keagamaan
Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita
melalui POSYANDU
Penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK dan Kesatuan Gerak PKK.
Penunjang keglatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPQ,
PAUD, sarana Olahraga, Karangtaruna dil
Operasional Tim Pelaksana Kegiatan
Pelaksanaan Musrenbangdes
Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
penyedian data, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa
dan pertanggungjawaban meliputi : Pembuatan/perbaikan Profil Desa,
dan lain-lain data dinding, Penjaringan aspirasi masyarakat dan evaluasi
pembangunan, Penyusunan APB Desa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan

pertanggungjawaban APB Desa

o
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L Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan Desa meliputi
pendidikan, Pelatihan, Bimbingan teknis, Pembekalan dan Study Banding
| Kegiatan penguatan kelembagaan RT/RW
2 Pemberdayaan Lingkungan, yang penggunaannya meliputi ;
2 Pembangunan/biaya perbalkan sarana publik dalam skala kedll seperti
pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar dll
B Untuk penghijauan / tanaman hortikultura
¢ Sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga.
3 Pemberdayaan usaha / ekonomi, yang penggunaannya meliputi :
2 Pengembangan lembaga simpan pinjam melalul modal usaha dalam
bentuk BUMDes, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
& Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain
medalul penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
¢ Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal

Pasal 22

Setania Langsung yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan
‘srfﬂﬂa dari jumiah total Belanja Langsung yang telah ditetapkan dalam

'e & Hanja langsung yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
~ s=esar 70% dari jumlah total Belanja Langsung yang telah ditetapkan dalam
Peaiaran Desa

e —

BAB VI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 23

# Keuangan Desa menggunakan Buku Administrasi Keuangan atau Buku

mrua:iapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan
| ﬂm sesual ketentuan yang halalm

=tatan atau pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana
huayatm Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa ;

'|_ 5 penerimaan dan pengeluaran Keuangan oleh bendaharawan Desa harus
==t o dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari
Desa ;

m Desa secara periodik dan insidenti membuat laporan
pesanoggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 24
stausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

> ausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
il. l.tl.l kas umum;
& Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
& Buku kas harian pembantu;

Ma Desa wajib memperianggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi

Snggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;




penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di
ﬁ.m
2 Buku kas umum

5 Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
£ Buks penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 25
y Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

men penatausshaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa
. APSDe<c atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui

Wmn Pembayaran (SPP);
Semsnen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujul oleh
s D= melalul Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
Desa walib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi
m melalul laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

yarg digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
m

[ hhhm perincian obyek pengeluaran:
s harian pembantu

= il
E -

e —

-

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 26
= pertangoungiawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

“h_n
“hm perinclan obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti

. pengeduaran yang
H“mmﬁhkehaaﬂegam

BAB VII
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Pasal 27

s Desa n'mwsun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang

wn Kepala Desa;
Sewretans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada
“nm untuk dibahas bersama BPD;

0 depat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan atas
m.abansehagadnm dimaksud ayat (2).



sarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada
mdmmmmﬂmmmwm
ﬂmmmmmaﬁt(z}diaﬁs dilakukan
hhtE{ma}hhﬂmhmmawhaﬂh

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa diatur dalam Peraturan

BAB VIII
PERUBAHAN APB Desa

Pasal 28

ahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
L daan mnmvﬂbabkanhatﬁdﬁmkanpergeﬂeranmjenmhehnja
eia 'fmg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
gt 3 harus digunakan dalam tahun berjalan.
= .thu'at
APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
A, kecuali dalam keadaan luar biasa.
1 APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis
ﬁnt dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
1 SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan

webabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya
unakan dalam tahun berjalan.

1 Keadaan Darurat.
n Keadaan Luar Biasa.

Tal:a cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata
n pelaksanaan APBDesa.

BAB IX
BENDAHARAWAN DESA
Pasal 29

i sendaharawan Desa diangkat darl perangkat desa yang memiliki atau memenuhi
persyaratan yang ditentukan ;

{71 -_ daharawan Desa diangkat mhapTahun Anggaran oleh Kepala Desa

a8 a8 Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa

s dan tanggung jawab Bendaharawan Desa adalah sebagaimana dimaksud

'ﬁl?e Peraturan Bupati ini ;

wan Desa b&-tanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB X
PENGAWASAN PELAKSANAAN APBE DESA
Pasal 30

asan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
mmnnlaﬁﬂadanmvawaatannﬁa

] Setiap 65 (enam) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
Anagaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa :

BAB XI

PEMBINAAN
Pasal 31

{2)Pembinaan terhadap pengedolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati ;

binaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui Pemberian
- Pedoman, bimbingan, arahan dan SUpervis,

|.._|J-.|




Pasal 32
?,;  diatur dalam Peraturan ini sepanja ksanaan
o , e . ng mengenai pela

» rang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
@tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan Cikarang Pusat
pada tanggal & - 4- 2000

/. /R BUPATI BEKASL, ¥ .
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